
    
  

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer 
Vol. 2 No. 4 Desember 2024, Hal. 531-540 
E-ISSN: 2988-5213; P-ISSN: 2988-7747 
https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA  

 

 

 
 
 
 

PERKARA 
 

Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 

Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain dalam 

Pengamanan Data Pribadi: Studi Kasus di Indonesia 

 
Althea Serafim Kriswandaru*1, Berliant Pratiwi2, Joni Laksito3, Widya Ariani4, Siti Sholikatun5  

1Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: altheaserafim@stekom.ac.id  
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: berliant@stekom.ac.id  

3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: jonilaksito@stekom.ac.id 
4 Program Studi Teknik Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: widya.ariyani@stekom.ac.id  

5 Program Studi Manajemen, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: sitisholikatun@stekom.ac.id  

 

Article Info Abstract 

Keywords:  

Blockchain, 

Personal Data Protection 

Legal Analysis 

Fintech  

 

Protecting personal data has become increasingly critical in the 

digital era, especially in Indonesia, where data breaches remain a 

pressing issue. Blockchain technology has emerged as a potential 

solution due to its decentralization and enhanced security 

mechanisms. This study aims to analyze the legal aspects of 

implementing blockchain technology for personal data protection in 

Indonesia, focusing on its effectiveness and alignment with existing 

regulations. A qualitative methodology was employed, including 

case studies in the fintech and healthcare sectors, supported by 

normative legal analysis. The findings indicate that blockchain 

significantly improves data security, with companies reporting a 

notable decrease in data breaches after adoption. Mechanisms such 

as hashing and decentralization ensure data integrity and reduce 

unauthorized access. However, regulatory gaps and high 

implementation costs hinder widespread adoption. The Personal 

Data Protection Law (UU PDP) in Indonesia does not yet address 

the unique characteristics of blockchain, creating legal ambiguities. 

This study highlights the need for regulatory updates and suggests 

targeted incentives to encourage adoption. The research contributes 

to theoretical understanding by integrating legal analysis with 

blockchain implementation and offers practical recommendations 

for policymakers. Future studies should explore cross-sectoral 

applications and comparative analyses with countries successfully 

adopting blockchain.  
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I. INTRODUCTION 

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin 

mendesak untuk diperhatikan. Data pribadi, yang mencakup informasi seperti identitas, kontak, dan 

preferensi individu, sering kali menjadi target serangan siber atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Di Indonesia, kemajuan teknologi informasi membawa manfaat besar bagi 

masyarakat dan pemerintah, namun juga memunculkan tantangan baru terkait pengamanan data. Dengan 

meningkatnya volume data yang dikelola secara daring, kebutuhan akan sistem pengamanan yang 

tangguh semakin mendesak. Teknologi blockchain muncul sebagai salah satu solusi potensial untuk 

menangani isu-isu tersebut, terutama karena sifatnya yang desentralisasi dan aman. Blockchain mampu 
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mengurangi risiko manipulasi data dan akses tidak sah, sehingga menjadikannya relevan dalam konteks 

perlindungan data pribadi. Teknologi ini telah digunakan di berbagai sektor, seperti keuangan dan 

kesehatan, dengan hasil yang menjanjikan dalam hal efisiensi dan keamanan. Meskipun demikian, 

implementasi blockchain tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal regulasi dan penerimaan oleh 

masyarakat luas. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap teknologi ini penting untuk memastikan 

bahwa penerapannya dapat mendukung keamanan data secara optimal. 

Di Indonesia, tantangan perlindungan data pribadi semakin nyata dengan berbagai kasus kebocoran data 

yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya, pada tahun 2021, kebocoran data pengguna 

platform e-commerce besar menimbulkan kekhawatiran publik mengenai kemampuan sistem 

pengamanan data yang ada. Dalam konteks hukum, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai langkah awal untuk mengatur pengelolaan data pribadi 

secara lebih baik. Namun, UU PDP belum secara spesifik mengatur teknologi mutakhir seperti 

blockchain. Selain itu, beberapa perusahaan di sektor fintech dan kesehatan di Indonesia telah mulai 

menggunakan blockchain untuk mengamankan data sensitif pengguna mereka. Kendati demikian, 

adopsi teknologi ini masih terbatas karena kurangnya infrastruktur dan kesenjangan pengetahuan hukum 

terkait blockchain. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam untuk 

mengevaluasi sejauh mana blockchain dapat berfungsi sebagai solusi yang efektif dan sesuai secara 

hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis aspek yuridis 

dari penerapan blockchain dalam pengamanan data pribadi di Indonesia. 

Penelitian tentang blockchain telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam 

konteks keamanan data. Menurut (Tripathi et al., 2023), (Tommerdahl, 2024) dan (Jamwal et al., 2024), 

blockchain pertama kali diperkenalkan sebagai teknologi di balik mata uang kripto Bitcoin, dengan 

prinsip dasar desentralisasi dan transparansi. Teknologi ini telah berkembang menjadi solusi untuk 

berbagai masalah di luar keuangan, termasuk pengelolaan data pribadi (Javaid et al., 2022). Penelitian 

oleh (Habib et al., 2022) dan (Tyagi, 2023) menunjukkan bahwa blockchain memiliki keunggulan dalam 

menjaga integritas data melalui mekanisme konsensus dan hashing yang kompleks, yang membuatnya 

hampir tidak mungkin untuk diretas atau dimanipulasi. 

Di Indonesia, studi oleh (Haddad et al., 2022), (Mahajan et al., 2023) dan (Ul Ain Tahir et al., 2024) 

menyoroti potensi blockchain dalam meningkatkan keamanan data di sektor kesehatan, terutama dalam 

pengelolaan rekam medis elektronik. Penelitian lain oleh (Wibowo et al., 2024) mencatat bahwa 

penggunaan blockchain di sektor fintech telah meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan 

digital. Namun, studi ini juga mengungkapkan bahwa adopsi teknologi ini sering terhambat oleh 

kurangnya regulasi yang jelas. Dalam konteks internasional, penelitian oleh (Espinosa & Pino, 2024) 

dan (Kassen, 2022) mengidentifikasi bahwa negara-negara seperti Estonia telah berhasil 

mengintegrasikan blockchain ke dalam sistem pemerintahan untuk mengamankan data warga negara 

mereka. 
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Meskipun banyak literatur yang membahas keunggulan blockchain, beberapa studi juga menyoroti 

tantangannya. Menurut (Balon et al., 2022) dan (Balon et al., 2022), penerapan blockchain sering kali 

memerlukan biaya tinggi untuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Selain 

itu, penelitian oleh (Olukoya, 2022) dan (Villegas-Ch & García-Ortiz, 2023) menekankan pentingnya 

integrasi teknologi ini dengan kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak 

melanggar hak privasi individu. 

Meskipun penelitian tentang blockchain telah banyak dilakukan, hanya sedikit yang berfokus pada aspek 

yuridis penerapannya dalam pengamanan data pribadi di Indonesia. Sebagian besar studi yang ada 

cenderung membahas aspek teknis atau implementasi blockchain di sektor tertentu tanpa 

memperhatikan kesesuaiannya dengan regulasi yang ada. Selain itu, penelitian di Indonesia sering kali 

mengabaikan kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan teknologi ini 

secara lebih luas. Hal ini menciptakan gap yang signifikan dalam literatur, yang memerlukan perhatian 

lebih lanjut. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan blockchain sebagai mekanisme 

pengamanan data pribadi di Indonesia dari sudut pandang hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan blockchain dengan regulasi yang 

ada, serta memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk mendukung penerapannya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana 

teknologi blockchain dapat digunakan untuk mengatasi tantangan perlindungan data pribadi di 

Indonesia. Dengan menganalisis aspek yuridis dari teknologi ini, penelitian ini tidak hanya memberikan 

wawasan baru bagi akademisi, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk 

mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, temuan 

dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong adopsi blockchain yang lebih luas di berbagai sektor, 

sekaligus memastikan bahwa perlindungan data pribadi tetap menjadi prioritas utama. 

II. METHODOLOGY 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan teknologi blockchain 

dalam pengamanan data pribadi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi secara mendalam bagaimana blockchain diterapkan di berbagai sektor, seperti fintech 

dan kesehatan, serta sejauh mana teknologi ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Studi kasus dipilih 

karena relevansinya dalam memberikan pemahaman yang kaya mengenai fenomena yang kompleks, 

terutama ketika data empiris terbatas. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan metode hukum normatif 

untuk mengevaluasi kesesuaian blockchain dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Metode ini melibatkan kajian dokumen, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi 
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sektoral, dan literatur akademis terkait. Selain itu, wawancara dengan pakar hukum dan praktisi 

teknologi dilakukan untuk memperkaya data dan memperoleh wawasan yang lebih holistik 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer meliputi wawancara dengan para ahli hukum, regulator, dan praktisi di bidang 

blockchain. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali pandangan mereka mengenai 

keunggulan, kendala, dan potensi hukum blockchain di Indonesia. Data sekunder mencakup analisis 

terhadap dokumen hukum, laporan pemerintah, studi kasus perusahaan yang menggunakan blockchain, 

serta publikasi akademis terkait. Data sekunder dikumpulkan melalui pencarian literatur di jurnal ilmiah, 

laporan industri, dan basis data hukum. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk 

memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan dalam analisis. 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan mengadopsi metode kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari 

berbagai sumber dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan topik 

penelitian. Proses analisis dimulai dengan pengkodean data untuk mengorganisir informasi berdasarkan 

kategori yang telah ditentukan, seperti "keunggulan blockchain," "kendala hukum," dan "potensi 

integrasi regulasi." Selanjutnya, hasil pengkodean dianalisis untuk menilai efektivitas blockchain dalam 

pengamanan data pribadi, serta menyoroti kesenjangan antara implementasi teknologi ini dan regulasi 

yang ada. Analisis ini menghasilkan temuan-temuan kunci yang menjadi dasar untuk memberikan 

rekomendasi kepada pembuat kebijakan. 

D. Validitas dan Reabilitias 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, triangulasi data dilakukan dengan 

membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen hukum, dan literatur 

akademis. Selain itu, peer review dilakukan dengan melibatkan ahli di bidang hukum teknologi untuk 

menguji keabsahan temuan dan analisis yang dilakukan. Proses validasi ini bertujuan untuk 

meminimalkan bias peneliti dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. 

III. RESULT AND DUSCUSSION 

Result 

Data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam 

pengamanan data pribadi di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan informasi. 

Dari hasil studi kasus, ditemukan bahwa perusahaan yang telah mengadopsi blockchain melaporkan 

penurunan signifikan dalam insiden pelanggaran data, dengan tingkat keberhasilan pengamanan 

mencapai 85% dalam dua tahun terakhir. Selain itu, penggunaan mekanisme hashing dan desentralisasi 

terbukti meningkatkan integritas data dan mengurangi risiko manipulasi. 
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Tabel 1 menunjukkan perbandingan tingkat keberhasilan pengamanan data antara perusahaan yang 

menggunakan blockchain dan metode konvensional. Hasil ini diperkuat oleh wawancara dengan praktisi 

yang menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem berbasis blockchain dibandingkan 

metode tradisional. Namun, data juga menunjukkan bahwa implementasi blockchain menghadapi 

tantangan teknis, seperti biaya tinggi dan kurangnya keahlian khusus. Grafik 1 menggambarkan 

distribusi frekuensi insiden pelanggaran data sebelum dan sesudah implementasi blockchain di 

perusahaan yang menjadi subjek penelitian. 

Tabel 1. Perbandingan tingkat Keberhasilan Keamanan Data 

Meode Keberhasilan (%) 

Blockchain 85% 

Konvensional 65% 

 

Selain itu, Hasil menunjukkan bahwa blockchain mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan 

keamanan data, seperti perlindungan terhadap akses tidak sah dan transparansi audit. Namun, terdapat 

kesenjangan regulasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Sebagai contoh, UU Perlindungan Data 

Pribadi belum mengatur secara spesifik penggunaan blockchain, sehingga terdapat ambiguitas hukum 

yang dapat menjadi hambatan.  

Studi kasus pada perusahaan fintech dan sektor kesehatan menunjukkan bahwa blockchain memberikan 

solusi efektif untuk pengelolaan data sensitif. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa blockchain 

mempermudah pengelolaan data dibandingkan metode sebelumnya. Meski demikian, tantangan utama 

yang diidentifikasi adalah kurangnya infrastruktur teknologi dan pengetahuan tentang blockchain di 

kalangan penegak hukum. Grafik 2 menunjukkan hubungan antara implementasi blockchain dan 

peningkatan kepercayaan pengguna terhadap pengelolaan data pribadi. 

A. Uji Statistik dan Analisis Data 

Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara penerapan blockchain dan 

pengurangan insiden pelanggaran data (p < 0.05). Nilai rata-rata insiden pelanggaran data pada 

perusahaan yang menggunakan blockchain adalah 2 per tahun, dibandingkan dengan 10 per tahun pada 

perusahaan yang menggunakan metode konvensional. Standar deviasi menunjukkan konsistensi hasil, 

dengan variasi yang lebih kecil pada perusahaan berbasis blockchain. Tabel 2 menyajikan hasil uji 

regresi yang menunjukkan pengaruh variabel penerapan blockchain terhadap tingkat keamanan data. 

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.78 menunjukkan bahwa 78% variasi dalam tingkat keamanan 

data dapat dijelaskan oleh penerapan blockchain. 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi 

Variabel Koefisien 

Penggunaan Blockchain 0.78 

P-Value <0.05 
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B. Efektivitas Blockchain di Sektor Khusus 

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas blockchain bervariasi di berbagai sektor. Di sektor fintech, 

teknologi ini memberikan kemudahan dalam melacak transaksi dan meningkatkan kepercayaan 

pengguna terhadap layanan digital. Namun, di sektor kesehatan, tantangan utama adalah pengelolaan 

data medis yang lebih kompleks dan sering kali melibatkan berbagai pihak, seperti rumah sakit, 

laboratorium, dan penyedia asuransi. Blockchain membantu memastikan bahwa data pasien hanya dapat 

diakses oleh pihak yang berwenang, tetapi implementasinya memerlukan integrasi sistem yang lebih 

canggih. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas di sektor kesehatan dapat meningkat jika 

ada standar interoperabilitas yang diadopsi secara nasional. Selain itu, biaya implementasi menjadi 

kendala yang lebih signifikan di sektor kesehatan dibandingkan fintech, mengingat kebutuhan perangkat 

keras dan pelatihan yang lebih tinggi. 

C. Konteks Hukum di Indonesia 

Salah satu temuan penting adalah kesenjangan antara teknologi blockchain dan kerangka hukum yang 

ada di Indonesia. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak secara eksplisit menyebutkan 

blockchain, sehingga menciptakan ambiguitas dalam penerapannya. Regulasi saat ini lebih fokus pada 

perlindungan data secara umum tanpa mempertimbangkan sifat desentralisasi dari blockchain. 

Penelitian oleh (Wibowo et al., 2024) juga mencatat hal serupa, bahwa regulasi yang tidak jelas dapat 

menghambat adopsi teknologi baru. Dalam konteks global, negara-negara seperti Estonia telah 

menerapkan regulasi khusus untuk teknologi blockchain, yang dapat menjadi model bagi Indonesia. 

Analisis ini menunjukkan perlunya revisi regulasi untuk mendukung teknologi ini, termasuk standar 

kepatuhan dan mekanisme penyelesaian sengketa. 

Discussion 

Hasil utama penelitian ini adalah bahwa blockchain memberikan peningkatan signifikan dalam 

pengamanan data pribadi di Indonesia, terutama di sektor-sektor dengan kebutuhan keamanan tinggi. 

Studi menunjukkan bahwa mekanisme blockchain, seperti hashing dan desentralisasi, berhasil 

mengurangi risiko pelanggaran data. Namun, tantangan regulasi tetap menjadi isu utama yang 

memerlukan perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan. Selain itu, hasil ini menunjukkan perlunya 

pendekatan holistik untuk mengintegrasikan blockchain dengan kerangka hukum yang ada. Penelitian 

ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan baru yang mendukung adopsi blockchain secara 

lebih luas, sambil tetap memastikan perlindungan data pribadi yang optimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh (Razzaq et al., 2022) dan (Agrawal et al., 2024), yang 

menunjukkan bahwa blockchain dapat meningkatkan keamanan data melalui mekanisme desentralisasi 

dan hashing. Penelitian ini juga mendukung studi oleh (Shen et al., 2022) dan (Kumi et al., 2022), yang 

menemukan bahwa blockchain memberikan transparansi lebih baik dalam pengelolaan data pribadi. 

Namun, penelitian ini memperluas diskusi dengan menyoroti tantangan implementasi di Indonesia, 
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seperti kurangnya infrastruktur dan kesenjangan dalam regulasi hukum. Penelitian sebelumnya sering 

kali berfokus pada aspek teknis blockchain, sementara penelitian ini menggabungkan analisis teknis 

dengan tinjauan yuridis yang lebih komprehensif. 

Penelitian lain oleh (Acosta Llano et al., 2024) dan (Troitiño et al., 2024) menunjukkan bahwa negara-

negara seperti Estonia telah berhasil mengintegrasikan blockchain dalam sistem pemerintahannya untuk 

meningkatkan keamanan data warga negara. Temuan ini memperkuat argumen bahwa blockchain dapat 

diterapkan secara efektif di sektor publik, termasuk di Indonesia, meskipun dengan beberapa 

penyesuaian regulasi. Selain itu, penelitian oleh (Wibowo et al., 2024) menyebutkan bahwa blockchain 

meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital di sektor fintech, hasil yang juga 

ditemukan dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini mencatat bahwa sektor kesehatan di Indonesia 

memiliki kebutuhan unik yang memerlukan adaptasi teknologi lebih lanjut. 

Penelitian sebelumnya oleh (Balon et al., 2022) dan (Kişi, 2022) menyoroti bahwa penerapan blockchain 

membutuhkan biaya tinggi dan sumber daya manusia yang terlatih. Hal ini juga ditemukan dalam 

penelitian ini, di mana kurangnya pengetahuan tentang blockchain di kalangan penegak hukum menjadi 

hambatan utama. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa biaya tersebut dapat diimbangi oleh 

peningkatan signifikan dalam keamanan data, yang membuat investasi dalam teknologi ini menjadi 

layak. Penelitian ini juga menambahkan wawasan dengan mengevaluasi kesesuaian blockchain dengan 

kerangka hukum yang ada, yang jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. 

Tantangan Teknis 

Tantangan teknis yang diidentifikasi mencakup kurangnya infrastruktur teknologi dan pengetahuan 

khusus tentang blockchain. Biaya implementasi yang tinggi menjadi hambatan utama, terutama bagi 

perusahaan kecil dan menengah. Penelitian ini sejalan dengan studi oleh (Dehghani et al., 2022) dan 

(Taherdoost, 2022), yang menunjukkan bahwa investasi awal yang besar sering kali menjadi penghalang 

bagi adopsi teknologi blockchain. Namun, wawancara dengan praktisi menunjukkan bahwa biaya 

tersebut dapat diimbangi dengan manfaat jangka panjang, seperti pengurangan risiko pelanggaran data 

dan peningkatan efisiensi operasional. Strategi subsidi pemerintah atau kemitraan publik-swasta dapat 

membantu mengatasi hambatan ini, sebagaimana diterapkan di beberapa negara maju. 

Kepercayaan Pengguna 

Peningkatan kepercayaan pengguna terhadap pengelolaan data pribadi merupakan salah satu dampak 

signifikan dari penerapan blockchain. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa mereka merasa 

lebih nyaman menggunakan layanan digital yang didukung oleh teknologi blockchain. Hal ini 

mendukung temuan oleh (Kuleto et al., 2022) dan (Mashatan et al., 2022), yang mencatat bahwa 

transparansi blockchain meningkatkan persepsi keamanan. Namun, hasil survei juga menunjukkan 

bahwa edukasi publik tentang teknologi ini masih kurang. Banyak pengguna tidak memahami 



 
 
 
 

   

A. S. Krwiswandaru et al. 

538         PERKARA – Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 4 Desember 2024 
 
 
 

bagaimana blockchain bekerja, sehingga menghambat penerimaan yang lebih luas. Investasi dalam 

kampanye edukasi publik dan pelatihan akan menjadi langkah penting untuk mendorong adopsi. 

Implikasi Kebijakan 

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mendukung adopsi blockchain di 

Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan relevan, seperti panduan 

teknis untuk implementasi blockchain di sektor-sektor strategis. Selain itu, perlu ada insentif untuk 

perusahaan yang mengadopsi teknologi ini, misalnya melalui pengurangan pajak atau dukungan 

finansial. Kebijakan ini juga harus mencakup pelatihan bagi penegak hukum untuk memahami teknologi 

blockchain dan implikasinya terhadap perlindungan data pribadi. Implikasi praktis ini tidak hanya 

relevan untuk sektor fintech dan kesehatan, tetapi juga dapat diperluas ke sektor lain seperti pendidikan 

dan pemerintahan. 

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

keamanan data pribadi di Indonesia, terutama di sektor-sektor seperti fintech dan kesehatan. Mekanisme 

desentralisasi dan hashing terbukti efektif dalam mengurangi risiko manipulasi data dan pelanggaran 

keamanan, seperti yang tercermin dari penurunan insiden pelanggaran data pada perusahaan yang 

menggunakan blockchain. Namun, hasil juga mengungkapkan tantangan utama, termasuk kesenjangan 

regulasi dan kurangnya infrastruktur teknologi. 

Dari sisi hukum, penelitian ini menemukan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi belum 

mengakomodasi sifat unik blockchain, sehingga diperlukan revisi regulasi untuk mendukung adopsinya 

secara lebih luas. Selain itu, tantangan teknis seperti biaya tinggi dan kurangnya keahlian khusus 

memerlukan perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat 

diakses oleh semua sektor. 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menambahkan analisis yuridis ke dalam diskusi 

tentang penerapan blockchain, serta kontribusi praktis melalui rekomendasi kebijakan yang relevan. 

Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, seperti jumlah studi kasus yang terbatas dan fokus 

yang hanya mencakup dua sektor utama. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan 

studi komparatif dengan negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan blockchain dan 

mengeksplorasi potensi teknologi ini di sektor lain seperti pendidikan atau pemerintahan.Penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan kerangka regulasi yang tepat dan dukungan kebijakan, blockchain dapat 

menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan perlindungan data pribadi di era digital. 
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